
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG  

PEDOMAN TATA KEARSIPAN DINAMIS  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Kementerian Kesehatan dibutuhkan pengelolaan 

arsip sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan 

yang baik dan andal;  

 b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

684/MENKES/PER/2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan 

Dinamis Departemen Kesehatan sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan regulasi di bidang tata kearsipan dinamis;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Pedoman Tata Kearsipan di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, 

Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital 

Negara; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1508); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016 

tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1547); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberkasan 

Arsip Aktif di Central File (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2096); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

TATA KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KESEHATAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di lingkungan Kementerian 

Kesehatan bertujuan untuk: 
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a. memberikan acuan dalam pengelolaan tertib arsip dinamis 

di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

b. menciptakan sistem pengelolaan arsip yang baik, 

terkoordinasi, terintegrasi, berdaya guna dan berhasil 

guna; dan 

c. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan 

terpercaya. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di 

lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi: 

a. penyelenggara kearsipan; 

b. pengurusan surat 

c. pemberkasan arsip aktif;  

d. penataan arsip in aktif;  

e. program arsip vital;  

f. penyusutan arsip; dan 

g. pembinaan dan pengawasan. 

 

Pasal 3 

(1) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf f dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip. 

(2) Jadwal retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan setelah 

mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kearsipan  

Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
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a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

684/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Tata 

Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan; 

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1414/Menkes/SK/XII/2006 tentang  Jadwal Retensi Arsip 

Kepegawaian Departemen Kesehatan; 

c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1019/Menkes/SK/V/2011 tentang  Jadwal Retensi Arsip 

Keuangan Kementerian Kesehatan; dan 

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 030 Tahun 2012 

tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non 

Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

691); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 -  
 - 5 -  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Juni 2018 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 909 


